
KEDUOUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 
• 

Mengingat · 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Llngkungan Propinsi Jawa Teng ah; 

2.. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentano 
Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Repub'ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republrk Indonesia Nomor 
4389}, 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ten:ang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 125 Tarmahan Lembaran 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANY\JMAS 

NOMOR 16 TAHUN 2006 

bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 28 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tenrang Oesa. maka Penga:uran mengena· 
Kedudukan keuangan bagl Kepala Desa dan 
Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Menimbang 

BUPATI BANYUMAS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEDUOUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN 
PERANGKAT DESA LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E 

TENTANG 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 16 TAHUN 2006 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E 



Dalam Peraturan Daerah lniyang din--aksud dengan · 
1. Oaerah adalah Kabupaten Banyumas. 
2 Pemerintah Daerah adalaJ, Bupati da'l Perarig'llll Oaerah 

sebagai unsur penyelenggat a pernerintahan daerah. 
3. Bupau adalah Bupati Banyumas. 
4 Desa ada ah kesaruan masya'<lkat hukum ~ memlllkl batas­ 

hatas wtayal' yang hErwenang umuk mengawr da, mengurus 
kepentirgan 'TlaSyan:il<at se:empat yang d akli dar dihormati 
dalam sistem pernsrntahan Nega-a Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5 Desa Janggolan adalah Desa yang sumber pendapatan asti 
desanya sebagian besar berasa' dari uan rnasyarakat desa 
setelTl)at. 

6 Pernermtahan Desa adalah kegiatan pemerirta11 yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa. 

7 Pemerintah Desa adalah Kepela Oesa den Perangkal De38 

Pasal 1 

SABI 

KETENTUAN UNUM 

Mene1apl(an: PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANYUMAS TENTANG KEOUDUKAN 
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 
OESA. 

MEMlJTUSKAN: 

Oengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 
dan 

BUPATI BANYUMAS 

1 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturar 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang 
Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintshen 
Daerah (Lembacan Negara Republik lndones,a 
Tahun 2005 Nomor 38. Tambana, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4493) yang 
telah oltetapkan oengan Undang-undang Nomor 
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republ1k 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tarrbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

<. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ten:arg 
Perlmbangan Keuangan antara Pemerlntah 
Pusat dengan Pemenntahan Daerah (Lembaran 
Negara Rapubflll Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126 Tambahan Lembaran Negara Repubfik 
Indonesia Nomor443B); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
72 Tanun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lemb2ran Negar2 Republlk lndones1:a 
Nomor 4587) 

6. Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 
79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerimahan 
Dasran (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo• 4593). 

7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 
12 Tahun 2006 tenlang Pedoman Penyusunan 
Organlsasi dan Tat! Ke~a PemeTintahan Desa 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Banyumas Tahun 
2006 Nomor2 Seri D). 



(1) Kepala Desa, dan perangkal desa diberikan panghasilan tetap 
dan/arau tunjangan lainnya yang sah sssuei dengan 
kemampuan keuangan desa 

(2) Penghas,ran Tetap danlatau tunjangan lainnya yang d1terlma 
kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) ditetapkan sebap tahun dalamAPS Desa~ 

(3) Penghasilan teiap sebagaimana di"naksud dalam ayat (1) 
paling sedikit sama dengan UMRK. 

(4) Penghasilan telap Kepala Desa dan Perang\a\ Desa yang 
belum memenuhr UMRK sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3). maxa kekuraogannya dil>antu melalul APBD 
Kabupaten Banyumas. 

Pasal 2 

KEDUOUKANKEUANGAN 

BABU 

18. Tah asill adatall pen911argaan berupa uang atau barang yang 
diberikan kepada Kepala Desa dan Pe.c1ngkat Desa yang 
diberhentikan dengan hormat atas pengahdiannya dt 
pemerintahan desa, 

19. Upah Mrnimum Reg onal Kabupaten Banyumas yang 
selanjutnya disebut UMRK adalah besamya penghasilan 
seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang 
diletapkan setiap lahun. 

8. Sadan Permusyawaratan Oo$a, selanjutnya disingkat BPD, 
adalah lembaga yang merupakan perwujudandemokrasi dalam 
penyelenggaraan pem1Mntahan desa sebagai unsur 
penyelenggar-a pemerlntahan ossa, 

9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang d pmh 
langsu ng oleh rnesyarakat meJalui pamilihan Kepala Desa. 

1 O. Perangka! Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri 
dan .Se~~e!BriS Oesa sebagal unsur srnt Kepala-kepala seksl 
~e~agai uns4r pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun 
sebagai unsur kewilayahan. 

11. Pegawa, Negeri Sipil (PNS} pengertiannya sebaeamana 
dlmaksud dalam Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok·pokok Kepegawaian. 

12. Peraturan Desa adalah semua Keputusanyangditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Sadan Perwakilan 
Desa. 

13. Anggaran Pe,dapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat 
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerntahan 
desa yang dlbahas dan cnsetu1u1 bersama Oleh Pemenntah 
Desa dan BPD. yang diletapkan dengan Peraturan Desa. 

14. Tanah Kas Desa adalah tanah mi6k Pemerinlahan Desa yang 
digunakan unruk penyelenggaraan Pemerlntahan, 
Pembangunan, dan Kemasyarakatan. 

15. Bengko~ edalah Tanah Kas Desa yang d peruntukkan bagi 
penghasilan telap Kepala oesa Pera119,at Desa serta 
pemberian penghargaanlpenslun xspada Kepala Desa dan 
Pemngkat Desa yang diberheotikan dengan hormat. 

16. Penghasilan Tetap adalah penghasflan yang sah yang di1erima 
Kepala Desa dan Perangkal Desa. 

17 Tuniangan adalah tamoahan penghastlan selain perighasdan 
tetap yang diterima kepala desa dan perangkal desa sesuai 
aturan yang berlaku. 



1 

(1) Selain diberikan penghaslan tetap sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 2 ayat (2), Kepala Dcsa clan Perangkat Desa dapat 
d(benkan tuJiangan sesuai dengan kemampuan keuangan 
desa 

(2) Rincian turijangan sebagamana dimaksud dalam ayat (1) terdiri 
atas: 
a. tunjangan istri/suami. 
b. tun;angan anak; 
c. tunjangan jabatan. 
d tunJangan perba1kan penghaSllan. 

(3) Peugaturan besaran dan oelaksanaan pemberian turiangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesual dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Pera!lgkat Desa 
dialursebagal berikut ; 
a Kepala Oesa dlberlkan penghaslan semlal uang dan nasn 

penggarapan tanah bangkok paling ting91 setuas 
50.000m2; 

b, Sekretaris Desa diberikan penghas1tan senilai uang dari 
hasll penggarapan tanah bengKok paling tin991 seiuas 
30.000m2, 

c, Kepala Ousun diberikan penghasilan senilai uang dari has.I 
penggarapan tanah bengkok paling linggi seluas 
zs.oooma. 

Pasal5 Bagian Kedua 
Pcnghasilan Tetap 

Baglan Ketiga 
Rincian Tunjangan 

1) Penghasnan Kepala Desa dan PerangkatOesa terdlrl darl · 
a. penghasilan tetap; 
b. tunjangan; 
c. penghasilanyang sah lainnya. 

2) Penghasilan tetap sebagaimana dinaksud dalam ayat (1) 
huruf a berasal Tanah kas desa dan/atau Partisipasi 
masyarakal 

Pasal3 

Bagian Pertama 
Rlnclan Jenls Penghasllan 

RINCIAN JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAH 

BAB Ill d. Kepala Seksl dlberlkan penghasllan seniai uang dart nas~ 
penggarapan tanah bangkok paling tinggi seh .. as 
20.000m2; 

e. Kepala urusan dt>aril<an penghasilan senilai uangdari hasil 
penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 
17.5001112: 

f. Staf Seksi etau sebutan lainnya diberikan penghasilan 
senilai uang dari hasiJ penggarapan tanah bengkolt paling 
tinggiseluas 15.000m2. 

(2) Penghasllan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditelapkan dengan 
Peraturan Desa. 

Pasal4 
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Penghaslan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. diberikan 
temitung se,ak<lllantJk s~ de,gan beraAA1rmasa iabatan 

Pasal10 

.. PEIIBERIAN PENGHASILAN 
1) Anggola TNI dan POLRI yang diangkat sebagal Kepala Desa 

a tau Perangkat Desa diberikan penghasllan tetap sebesar 50 % 
(lima puluh per serallJS) dari penghas1lan tetap sebagarnana 
dimaksud pada Pasal 4. 

2) Anggota TNI dan POLRI sebagaimana dimaks•.id dalam ayat (1) 
yang teleh diberhentlkan dengan hormat, diberikan pengha5tlan 
tetapsebagaimanadimaksud pada Pasal4. 

Ii 

BABVI 
Pasal7 

(1) Kepala Desa den Perangkat Desa yang diberhentlkan 
sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tel.Ip sebesar 
50 % (Ima puluh per seratus), sedangkan sisanya di'nasukkan 
keKasDesa. 

(2) Penghasian tetap sebagaimana dimaksud pads ayat (I) 
diberikan terhltung sejak drterimanya Surat Keputusan 
Perrtlerhentian Semell(ara yang t>ersanglwtan sampat dengan 
adanya Keputusan lebih lallut da'i pejabat yang berwenarg 
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan 
pelanggaran administrasi beral 

Baglan Kedua 
TNI dan POLRI 

Pasal9 1) Pegawal Negerl Sipil yang dfangkat sebagaf Kepala Oesa atau 
Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sebesar 50% 
(lima puluh per seratus) dari penghesilan tetap sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 4. 

2) Pegawa1 Negeri Sipil sebaga!l'Tlana dmaksud dalafT' ayat (1) 
yang telah diberhentikan, cuti diluar tanggunga, negara atau 
pensiun, diberikan penghas~an tetap sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 4 

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA Pasal6 

BABV Bagian Pertama 
Pegawal Negeri Sipil 

Kepala Desa dan Perangkat desa yang berstatus sebagai Pegawai 
Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia dan Kepoli:sian Republk 
lndonesta bdak diberlkan lunjangan sebaqaimana d maltsud pada 
Pasal !i ayat (2) hurut a. '1uror b dan huruf d kecuall hurur c dapat 
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. 

PENGHASILAN TETAP KEPALA OESA 
DAN PERANGKAT DESA 

YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIJ., 
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN 

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) 

Pasal8 BAB IV 



u 
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(2) Perangkat Desa yang dibertlenl!lcan dengan 11ormat dan 
mempunyai mass pengabdian lebih dari 5 (Ima) tahun 
d bcrikan penghargaan berupa hak penggarapan bengkok 
dengan ketentuan sebagai berikut. 
a. Sekretaris Oesa diberikan pengtiargaan senilai uang clari 

hasil penggarapan tanah bengkok paling bnggi saluas 
3.000 m2 untuk jangka waktu sesual dengan mass 
pengabdiannya dengan k.etentuan paling lama 
10 (sepufuh) lahun; 

b Kepala Dusun diberikan penghargaan seoilaJ uang dari 
hasil penggarapan ranah bengkok pal ng tinggi seluas 
2.500 m2 untuk jangka waktu sesuai dengan masa 
pengabdiannya dengan ketentuan paling lama 
10(sepuluh)tahun; 

c, Kepala Seksi cliberikan pengnargaan semlai uang dari l'asil 
penggarapan tanan bengkok paling tingg1 seluas 2.000 m2 
untulc jangtca waktu sesuar dengan masa pengab<liannya 
deoganketantuan paling lama 10(sepuluh)tahun; 

d Kepala U-usan diberikan penghargaan senilai uang dari 
hasil pe1ggarapan tarah bengkok pafing bnggi sek.las 
1.750 m2 un:uk fangka walelu sesuai dengan masa 
pengat>diannya dengan kelentuan paling lama 
10(sepu'1.h) tahun 

e. Staf Seksi atau sebu:an lainnya diberikan perghargaan 
senilal uang dari ha:s•I penggarapan tanah bengkok paling 
ti19gi setuas 1.500 m2 unluk Jangka waktu sesuai dang3J\ 
masa pengabdiannya dengan ketantuan paling lama 
10(sepu 1ah)tahun 

(3) Besarnya pemberian penghargaan Kepala Desa dan 
Perangkat Oesa bagi Desa-desa Janggolan citetapkan oten 
Pemerintah Oesa dan masyaracat setempat untuk Jangkil 
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2). 

(4) Penentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud 
da!am ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 

\ 
l 
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:1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan 
rnempunyal masa pengabdian leblh dari 3 (tiga) tanen d1henkan 
penghargaan senTiai uang dari hasil penggarapan lanah 
bengkok paling tinggi seluas 5.000 m2 untuk jangka waktu 
sesuat dengan masa pengabdiannya dengan ketentuan pa Ung 
lama6tahun 

Pasa112 

Baglan Kedua 
Penghargaan 

p) KepaJa Desa yang diberhenlikan dengan hormat dan 
mampunyai masa pengatxlian sampai dengan 3 (liga) tahun 
dlberikan tafi ash sesuai dengan kemampuan keuangan desa. 

(2) Perangkat Desa yang diberhenbbn dengan honnat dan 
mempunyai masa pengabdian sampai dengan 5 (Hrna) tahun 
dlberikan tali asih :sesuaidengan kemampuan keuangandesa 

(3) Pernerintah Daerah memberikan tali asih clan uang duka 
kepada Kepala Oesa atau Perangkat Oesa yang pens un atau 
memnggal dunia sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah. 

:4) Pedoman tentang pengaturan pembenan tali asih dan uang 
duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Oesa diatur oleh Bupab. 

Pasal 11 

Bagian Pertlma 
Tall Asitl 

PEMBERIAN TALI ASIH DAN PENGHARGAAN 

BABVII 



(1) Penghasllan yang telah diterima oleh Kepala Oesa dan 
PerangkatDesa sebelumberlakunya Peraturan Oael'llh m~ 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 
Kabupate11BanyumasNomor12Tahun2ooo·entangKedudLkan 

13 iz 

Pual18 Pasal 16 

Hal·hel yang belum diatur dalam Peraturan Daerah .ni sepanjang 
mengenai pelaxsanaannra axan diaturlebih lanjut oleh Bupati. KETENTUAN PERALIHAN 

BABVIII 
Pasal17 

KETENTUANPENUTUP 
BABIX 

(1) Bagi mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang 
meninggal dunia, terhadap 1sterilsuam yang sah, dibenl<an 
penghargaan paling tinggi 75% (tujuh pufuh lime per seratus) 
dari penghargaan yang diterlmanya 

(2) Janglta waktu pemberian penghargaan setlagaimana 
dimaksud dalam ayat {1) adalah sisa waktu pemberian 
penghargaan yang belum dijalani oleh mantan Kepala Desa 
a1au Perangkat Desa tersebuL 

(1) Sek-etaris Desa yang diangkat nenjadi Pegawai Negeri Sipi~ 
make bdak mendapatkan peoghas'lan telap dari tanah ltas 
desadan akan d•adlkan setaga1 sJmberpendapatan desa 

{2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
t>e-akhirmasa jabatannya tidakmenerima penghargaa, 

(3) Sekretaris desa sebagalmana dlma<sud paca ayat (1) diatur 
sesua dengan l<etentuan peraturan perunda11g-undangan 
yang beraku. 

Pasal14 

Pasal 16 

(1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, 
terhadep isterl atau suaminya yang seh, diberfkan 
penghargaan paling tinggi 7,5 % (tujuh koma lima per seratos) 
dan penghasllan tetap yang drterlma. 

(2) Jangka waktu pembenan penghargaan sebaga1mana 
dimaksud pad a ayat (1) paling lama 6 {enam) tahun b.lgi 
janda/duda Kepala Desa dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
bagl [anda/duda Perangka1 Desa, terhltung sejak 
d1tetapkannya Keputusan tent:ang pemberhentian Kepala Desa 
dan Perangkat Desayang bersangkutan. 

(3) Bagi Janda/duda yang menikah lagi maka penghargaannya 
dlcabut dan dlkemballl<an l<e Kas Desa 

dinyatakan tetap berfalcu sampai dengan ditelapkannya 
Peraturan Desa maslng.maSlng yang mengatur tentang 
Keduoukan Keuangan/Penghargaan Kepala Desa dan 
Perangkal Desa bel'dasarkan Peraturan Daerah ni. 

(2) Penghargaan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau 
,erhadap jandaldudanya yang tefah dioerikan sebelum 
berla<uiya Peraturan Daer.ah in., nasih tetap ber1aku sampal 
dengan beralc.himya batas waktu pemberian Penghargaan 
yang lelah oitentukan 

Pasal1J 



l4 

LEM BARAN DAERAH KAOUPATEN BANYUMAS NOMOR8 SERIE 

SINGGIH WlRANTO. SH, M.Hym. 
NIP. 500 086 384 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Dlundangkan di Purwok.erto 
Pads tanggal 29 Desember 2006 

BUPATI BANYUMAS, 

Dengan diterbikannya Undang-undang Nomor 32 Tah.in 2~ 
ten1ar9 Pemerintahan Daerah sebagairrana diubah dengan 
Undang-1.nc:mg Nomor 8 tahun 2005. narum prlnsip dasa· 
pengaluan desa tetap Sebagai larcasan pem km1n 
penyelenggaraan perrermtahan desa dengan cto,orri asli 
pemarintah desa mempunyai wewenang da:am menga:ur dan 
me,gurus rumah tangganya sendi'i namun tet2p datam 
perspekli' admimstrasi nega·a Di dalam Undang-undang 
nomor 32Tahun 2004 juga d atu• ltemu11s;kman Sekretans Cesa 
dia1gl(8: rren1adi Pegawai Negeri S~I 
Oa art rangka penguatan otonomi desa, Kepala Desa dan 
Perangkat Desa memounyai peranan yang sanaat strategis 
dalam penyelenggaraan pemennlahan des:i bar< d btdang 
pemennta+tan oembangunan dan ><e-nasyaratca:an, oleh 
karena ltu catam metalcsanaltan !Jgas dan fungsinya sebaqai 
penyc~a pemerin1al'lan c, desa per1IJ diberikan na.< 
keuangan dalam benluk perghasilan letap yang dibiaya, dan 
APBOesa 

ARIS SETIONO 

I. PENJEU.SAN UMUM 
Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 29 Oesember 2006 

KEDUOUKAN KEUANGAN KEPALA OESA DAN 
PERANGKAT CESA 

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah Int dengan penerreetannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. 

TENTA-NG Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggaldtundangkan 

NOMOR 16 TAHUN 2006 Pasal 19 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

ATAS 

PENJEL.ASAN Penghasltan/Keuangen Kepala Desa dan Perangkat Oesa 
{Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 13 
Seri 0), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Oaerah 
Nomor 16 Tahun 2003 (Lembaran Oae•ah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2003 Nomor39Seri E), dicabuldan dinyalal<an lldak bertaxu 
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CukvpJelas. 
Cukup.Jelas. 
Yang dimaksud dengan partisipasl 
masyarakat adalah bentul< iuran 
rnasyarakal yang setiap lahun dipungut 
sebagai pengh!lsitan tetao bagi Kepala 
Desa dan Pe•angkat Dssa can diatur dalam 
peraturan desa untuk dimas1..kkan dalam 
APB Desa. sedangkan bag desa-ossa 
yang memlllkl ranan Kas Desa yang cukUp 
luas, maka penghasi'an telap Kepala Desa 
dan Perar,gkat Desa berupa hak 
perggarapan sebagian tanah kas Dcsa 
atau yang disebut bengkok dan bagi oesa­ 
desa janggola11. penghasilan tetap Kepala 
Desa dan Perangkat Desa dapat berasal 
dan penghasilan selain tanah kas Desa. 
Yang dimaksu:I deigan hak i:enggarapan 
tanah bengkok adalah hak untuk 
menggar.ip tanah bangkok selama yang 
bersangkutan rnenJabat sebaoai Kepala 
Desa/Peranokal Desa yang drtuangkan 
dalamAPBDesa setlap tahun. 
Yang dimaksud paling l1ng91 adalah bates 
maksimal yang d berikan sebagal 
pcrghasibn :ctop kcpada Kcpala Dcsa dan 
Parangkat desa danfa:au dlsesuaikan 
dengat1 kemamp1..an penyed1aan tanah k;,,s 
desa yang aca 
Yang d:maksud Sekretaris Desa dalam 
ketentuan in1 di~ecuaifikan bagi Sekretans 
C>e$a yang bcrstatus scbagoi Pcgaw.il 
Negeri Sipil. 
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Paaal2 Ayal{2): 
Pasal2 Ayat(3): 

CukupJelas 
Yang dmaksud perangkat oesa yang 
menerlma penghasllan tetap datam 
kelentuan inl tidak termasuk Sekrelans 
desa yang berstatus Pegawai Negen Sip,!. 
Cukup Jelas. 
CukupJelas. 

Pasal1 
Pasa12 Avat(1}: 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 4 Ayat {1) 

Pasal2 Ayat(4}: 
Pasal3 Aya1(1}: 
Pasal 3 Ayat {2}: 

Pendapatan deea-desa di Kabupaten Banyumas tidak sarna 
karena kondisinya yang berbeda-beda antara desa yang satu 
dengan desa lainnya oleh karena itu besaran penghasilan 
keoala desa dan perangkat desa antara desa yang satu dengan 
lainnya akan berbeda, maka pengaturan mengenai besaran 
penghasilan tetap disesuaikan kemampuan keuangan desa, 
khususnya berdasarkan pendapatan ash desa dengan tetap 
memperhatikan pnns,p efislen. efektlvrtas. kehematan dan 
dapat dlpertanggungfawabkan. 
Untuk rnenambah gairah dan peningkatan prestasi kerja bagi 
Kepala Desa dan perangkat desa dalam peraturan daerah ini 
dietur tentang pemberian tunjangan, namun pengaturannya 
akan dijabarkan lebih lanJut melalul peraturan dssa dengan tetap 
mempertimbangkan kemampuan keuangan desa. 
Dalam peraturan daeran lni Juga dlatur Kepala Desa dan 
Perangkat Desa vangberasaldari Pegawai Negeri Slpil, TNI dan 
POLRI tentang kedudukan keuangannya dan apabila yang 
bersangkuten telah selesai menjalankan tugas sebagai Kepala 
Desa dan Perangkat Desa dibartaku<an ketentuan sesuar 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Atas dasar hat tersebut. pertu diatur kedudukan keuangan 
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam 
peraturan daerah. 
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Yang dlmaksud Sekretaris desa dalam 
ketentuan 1n1 adalah Sekretaris Desa yang 
bukan berstetus pcgawai Ncgori Sipil. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Yang dimaksud "istri/suaml yang sah" 
adalah suaml/istrl yang dlmkahi secara 
resml menurut agama dan tercatat pada 
kanter KUA atau Kantor Catalan Sip II 

digunakan untuk penyelenggaraan 
pemerintahan, Pembangunan dan 
Kemasyarakatan 
Cukup Jetas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Bagi Kepala Desa yang diberhentikan 
dengan hormat dan betum mempunyai 
masa ke~a paling slngkat 3 (liga) tahun, 
tldak mendapatkan tali asm darl 
Pemerintah Daerah. 
Bagi Perangkat Desa yang dlberhenlikan 
dengan hormat dan belurn rnernpunyai 
masa ke1a paling singkat 5 (lima) tahun, 
ttdak mendapatkan tali aslh dan 
Pemerintah Oeerah. 
Cukup Jelas. 
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Huruf b s.d e : 
Pasall2 Ayat(3). 
Pasal 12 Ayat (4): 
Pasal13 
Pasal 14 Ayat (1) : 

Pasal 12 Ayat (1}: 
Pasal 12 Ayal (2) 

Huruf a 

Pasal8 
Pasal9 Ayat(1): 
Pasal 9 Ayat (2): 
Pasal 10 
Pasal 11 Ayat(1 J: 
Pasal 11 Ayat (2): 
Pasal 11 Ayat (3) · 

Tunjangan istri dibenkan kepada lstri yang 
sah sesuai dengan ketentuan yang bertaku, 
Tunjangan anak diberikan kepada anak 
kesatu can kedua yang belum berusia 21 
tahun atau belum menikeh den lahir darl 
istrilsuaml yang sah, 
Tunjangan Jabatan diberikan kepada 
Kepala Desa dan Perangkat desa. 
Pemberlan tuntangan perbalkan 
penghasilan kepada Kepala Desa den 
Perangkat Desa dapat dlberikan apabila 
Keuangan desa memungkinkan, 
Cu\cup Jafas. 
CukupJelas. 
Sisa Penghasilan totep Kcpala Desa ateu 
Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai 
Negen Sipil sebesar 50 % (lima puluh per 
seratus) dimasukkan ke Kas Desa 
digunakan unluk penyelenggaraan 
Pemerlntahan Pambar,gunan dan 
Kernasyarakatan setama Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan menjabal sebagai 
Kepala DP.Sii atau Perangkat Desa. 
Cukup Jelas, 
Slsa Penghasilan tetap Kcpafa Desa eteu 
Perangkat Desa yang berasal darlTNI atau 
f"OLRI eebesar 50 % (lima puluh per 
seratus) selama anggota TNI atau POLRI 
yang bersangkutan belum dlpenslunkan 
akan d1masukkan ke Kas Desa dan 

Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 

Pasal 7 Ayal (1). 
Pasal7 Ayat (2) : 

Pasal 5 Ayat (3) · 
Pasal 6 Ayat (1) . 
Pas al 6 Ayat (2) 

Hurufd 

Hurufc 

Hurufb 

Pasal 4 Ayal (2) : 
Pasal 5 Ayat (1): 
Pasal 5 Aya1 (2) : 

Hurufa 
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Sedangkan yang dimasud "anak yang 
rnasih menjadi tanggungannya· adatah 
anak kandung yang diperoleh atas 
perkawinan yang sah atau anak anglcat 
yang telah diadopsi n,elalui pengadlan 
negeri. Dan jangka waktu penghargaan/ 
pensiun yang diterimanya adalah sisa 
waktu yang belum djalan1. 
CukupJelas. 
CukupJelas. 
Yang dimaksud dengan Sekretaris Des.a 
yang berstatus sebagai Pegawai Negeri 
Sipil adalah Sekretaris Desa yang ada 
sekarang dan karena kebijakan pemerintah 
pusat diangkat menjadi Pegawai Negeri 
Sipil. 
CukupJelas. 
CukupJelas. 
CukupJelas. 
CukupJelas. 
CukupJelas. 

Pasal 16 Ayat (2) : 
Pasal 16 Ayat (3) 
Pasal 17 
Pasal18 
Pasal19 

Pasal 14 Ayat (2): 
Pasal15 
Pasal 16 Ayat(1}: 


